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BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 24TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN » SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbangg 'a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor
57 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;

. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perkembangan  peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga perlu

diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Terja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

!



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

= Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

i Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

i Nomor 181);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapka.:n : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

' Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pinrang,

Bupatiladalah Bupati Pinrang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.

Peratutan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang.

Dinas |adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Pinrang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Pinrang.

13'&?:_1';3.1:::511i Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Fe_]ahat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Bupati Pinrang.

9. Apa.rat{lr Sipil Negara adalah istilah kelompok profesi bagi pegawai-
pegawdi yang bekerja pada Instansi Pemerintah baik di tingkat Pusat
maupun Daerah.

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat
yang mpunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi
fungsi | dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

13. F‘ungsiiadalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.

14. Uraian| tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang
jabatan.

N RN

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
Dinas sebdgmmana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala
Dinas v berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB 11l
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) Susunjan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri atas :
ubbagian Program dan Keuangan;dan
. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
c. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
d. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat; \
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e. gldanfl Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi
esa; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

! Pasal 4
(1) I{epala; Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
diseral*kan oleh Bupati kepadanya.
(2) Untuk | melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala|Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
arakat dan Desa;
sanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
arakat dan Desa;
monitoring dan evaluasi serta pelaporan urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. pel aan Administrasi Dinas;dan
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
(3) Uraian| tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

an Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tug

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. meﬁgikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran Dinas,

g. merumuskan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat
da_d Desa;

h. mengoordinir penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam
lin p Dinas,

i. melakukan koordinasi dan konsultasi Kementerian, Pemerintah

ProTrinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja terkait

dalam rangka kelancaran tugas;

menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas;

membina pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah

lingkup Dinas;

1. memngoordinir Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinlas;

o



(1)

(2)

.

m. me¢lakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional
Prosedur dalam lingkup Dinas:

n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Bina Pemerintahan
Desa, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, dan
Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa;

0. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
urysan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Peraturan Per Undang-undangan:

Q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

_ Sekretariat

i Pasal 5
Bekret*m‘at dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu
Kepala) Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan
pelaya.ﬁa.n teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

rdinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas;

ordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup

Dinas;
¢. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam
lingkup Dinas;

d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup
Di ; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
den tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana Kkegiatan dinas sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. meryusun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
meriandatangani naskah dinas;

e. merngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. membantu Kepala Dinas merumuskan dan menetapkan Rencana

tegis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran dalam

p Dinas;

elenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat di bidang

sun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Sisq:rn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:



(1)

(2)
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|
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas
sel:lthlgga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan
keuangan Dinas;

mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
umum, kepegawaian dan hukum;

mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

- mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

menhyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi
keuangan;

melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

- mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan

ta ksana;

menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup
Dingas;

mengoordinasikan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dalam lingkup Dinas;

melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Dinas;

menyusun laporan hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dalam lingkup Dinas;

menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam lingkup
Di =

mernyelenggarakan  monitoring, evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Bina Pemerintahan
De Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, dan
Pembangunan Sumber Daya Alam dan Ussha Ekonomi Desa;

- menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
uru pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Peraturan Per Undang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melgksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
aesd;ai dengan bidang tugasnya.

; Paragraf 1
| Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 6

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian
Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian
data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 1

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
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me_inantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau
menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
membantu Sekretaris merumuskan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Dinas;
menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah lingkup Dinas;
mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan informasi program
dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
mehyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja;
mehgumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja
Dinas;
mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dalam lingkup Dinas;
membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menyusun dan
merumuskan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan
an lingkup Dinas;
gumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana

keuangan Dinas;

mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan
penerimaan keuangan dalam lingkup Dinas;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam lingkup
Dinas;

menyusun realisasi perhitungan anggaran dalam lingkup Dinas;
mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan dalam lingkup
Dinas,

mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan keuangan dalam lingkup Dinas;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
gai bahan perumusan kebijakan;

yusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan
kan evaluasi Standar Operasional Prosedur;

sanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan
elenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Program dan
angan;

yusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan
elenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Program dan
angan;

me
me

koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
erintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
san pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
turan Per Undang-undangan;

yusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
musan kebijakan; dan

SR 8537353
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aa.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum

Pasal 7

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala

lan Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas
tu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang, wurusan rumah tangga serta mengelola
adminjstrasi kepegawaian dan hukum.

U

tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum
i a dimaksud pada ayat (1), meliputi:
menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan
Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
ungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
8,
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

sanakan dan mengevaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan
Masyarakat lingkup Dinas;

membantu Sekretaris Menyusun dan membuat Laporan Analisis
Jahatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Dinas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
gkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk
getahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

akukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
kan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk

kan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan
san rumah tangga Dinas;

engoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan,
vajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi
aksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup
Dinps;
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dd.

€c.

-9.-

mﬁl'l}'lapkﬂﬂ bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;

menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dalam
lingkup Dinas;

menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya
manusia lingkup Dinas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam
lingkup Dinas;

menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian;

menyiapkan bahan dan  mengoordinasikan  administrasi
penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;

- mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti

laporan hasil pemeriksaan dalam lingkup Dinas;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum,
gawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan
keppda atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

menyusun standar operasional prosedur sesuai rincian tugas dalam
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;

melpksanakan meonitoring, evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Hukum;

menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan
elenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Hukum,;

akan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

sanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesyiai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Pemerintahan Desa

Pasal 8

(1) Bidang |Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Bina
Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta

uan dan evaluasi di bidang Bina Pemerintahan Desa.
elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
idang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungslt

di bidang Bina Pemerintahan Desa;

. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan

dan kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa;

penygelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
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(3) Uraian| tugas Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
4. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
antau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
ngan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

andatangani naskah dinas;

enigikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

snyelenggarakan  perumusan kebijakan di Bidang Bina

erintahan Desa;

goordinasikan dan melaksanakan perumusan pedoman, norma,

dar, prosedur, dan kriteria skala kabupaten di Bidang Bina
P'e erintahan Desa;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

aksanaan kegiatan pada Seksi Penataan Desa;

i. menpoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,

gawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

aksanaan kegiatan pada Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan

goordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa:

k. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kerukunan dan ketenteraman desa;

I. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Desa;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan bimbingan teknis pada Bidang Bina Pemerintahan

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Bina

p- menelenggarakan kmrdmam pelaksanaan kegiatan dalam
qungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan
asi pelaksanaan kegiatan;

g mendukung;

. rusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur:

s. menyelenggarakan  monitoring, evaluasi dan  pengawasan
penyglenggaraan kebijakan teknis di bidang Bina Pemerintahan

t. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan
pen}r lenggaraan kebijakan teknis di bidang Bina Pemerintahan

u. men elenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; ‘



V.

W.

.
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menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Peraturan Per Undang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melgksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 9

(1) Bidang| Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh
Kepala) Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
mempgﬁyaj tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan,

pelak

, pemantauan dan evaluasi Bidang Kelembagaan dan

Sosial Budaya Masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala
Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

a,

pertyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan
kegiatan di Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
gram dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya

at sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
andatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
lingkungan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya

g menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Kelembagaan dan
al Budaya Masyarakat;

Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
mennordmamkan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
gawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
xsanaan pemberdayaan adat istiadat dan budaya masyarakat;



l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
peng wasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelal aa penmgkatan kesegahteraan sosial, kesejahteraan

m. me guurdmamkan dan mela.ksanakan fasilitasi, pembinaan,

pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
aksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi
masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan
sial budaya masyarakat;

goordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,

pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

aksanaan kerukunan dan ketenteraman desa;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Desa;

goordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,

gawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
sanaan bimbingan teknis pada Bidang Kelembagaan dan Sosial

8. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
sanaan kegiatan;
t. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan
akukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;
u. menyelenggarakan momtunng, evaluam dan pengawasan

an pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

X. memlal kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Perapuran Per Undang-undangan;

y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

z. melgksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan
Usaha Ekonomi Desa

Pasal 10

(1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa
dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan
Usaha | Ekonomi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam | mengoordinasikan dan melaksanakan Bidang Pembangunan 1

Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa.
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(2) Untuk| melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala| Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Usaha

. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
dan kegiatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan
Ekonomi Desa;

aan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas

tugas dan fungsinya.
(3) Uraian| tugas Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan
Usaha [Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Alam dan Usaha
Ekonomi Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
ingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

d. menyusun rancangarn, mengoreksi, memaraf dan/atau

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

gksanakan perumusan kebijakan di Bidang Pembangunan

Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa;

goordinasikan dan melaksanakan perumusan pedoman, norma,

prosedur, dan kriteria skala kabupaten di Bidang

angunan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa;

h. mengoordinasikan dan melaksanskan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

aksanaan Peningkatan Usaha Ekonomi Desa ;

goordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,

pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

aksanaan Tata Kelola Ekonomi Desa;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

aksanaan Permodalan Usaha Ekonomi Desa dan Usaha Mikro
Kecil;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemasaran dan pengembangan Jaringan Hasil Usaha
Ekonomi Masyarakat;

itoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelembagaan dan

m. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
sanaan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengembangan
usahaan Desa;
oordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
sanaan pengelolaan dan pengembangan Cadangan Pangan
intah Desa dan Beras Miskin;
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o. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga;

p. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

aksanaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi

q. menrdmas:kan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
aksanaan Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi Pedesaan;

goordinasikan dan  melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
gawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
sanaan  Pembangunan dan  Pengembangan  Kawasan

S. mengo rdmas:kan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan,
g supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

anaan pembangunan sarana dan prasarana desa;

yusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan

akukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;

u. menyelenggarakan  monitoring, evaluasi dan  pengawasan

enginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan
dengs bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk

san pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
y. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

aa.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesupi dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 11

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat membentuk sejumlah
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud
pada at (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan
fungsignal dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan
perat perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan
sistemn kerja.
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BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 12
Kepalag Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
kebij umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kepalp Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta \menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas
dan |efisiensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan;

Kep Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam
li ngan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 13

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam
lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi
berkala dan/atau sesuai kebutuhan;

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara
dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan
irg-masing;

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan dalam
lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketentuan|yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang
Nomor 57|Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Berita Dagrah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 57), tetap berlaku
sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang system kerja pada
pemerintah daerah.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor

97 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita

Daerah K

abupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 57), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan
Kabupaten

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang

pada Tanggal €6 fum g*
BUPATI PINRANG

WAN HAMIDT
Diundan di Pinrang
pada Tan o Zun 2o
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG
BU A
BER DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR
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